SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a.

L.

bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas
Pegawai pada setiap sub bagian, perlu menyusun
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pendataan Data Pemilih Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dinbah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan |atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum  menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambaghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

~ Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan K

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

a]ima

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi] dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (B
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan U
Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indos
Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN L

2025
erita

2025
mum

nesia

UwWU

UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PENDATAAN DATA PEN

AILIH

BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan

Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP} Pendataan Data Pemilih
Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memuat Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Terkait

Pendataan Data Pemilih Berkelanjutan yang meliputi:
1. SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (B
KPU Luwu Utara.

DPB)




KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.
Salinan sesuai dengan aslinya
~SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
- Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
/_Pemitu dan Hukum

| SERE i




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG  PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR  (SOP)
PENDATAAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA  KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

No. | NOMOR SOP

JENIS SOP KET

SOP
1. | 10 Tahun 2026

Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) KPU Luwu Utara

SOP Rutin

Salinan sesuai dengan aslinya

' SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilp«dan Hukum

S

. "Asjaya

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Nomor SOP |10 Tahun 2026
Tanggal Pengesahan |04 Februari 2026
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

o ——
. [s0P Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Nama SO : ; y
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Memahami regulasi terkait F khiran Data Pemilih Berkelanjutan
2 Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2025 g Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjut 2. Memahami mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelnjutan
Keterikatan Peralatan/Perlengkapan
1 Komputer/Laptop
2 Printer
3 ATK
4 Scanner
5 Aplikasi Sidalih Online dan Offline
Peringatan Pencatatan/Pendataan

|Semua jenis tanggapan wajib menyertakan dokumen pendukung

2, Berita Acara dan Lampiran
3. Laporan

1. Formulir tanggapan Masyarakat

4. Arsip
Pelaksana Mutu Baku
Operator/
Si
o e[ | o «
Stakeholder Sikeden Bt i Sekretaris ks dia Anggota Ketua Kelengkapan Waktu Output
Informasi Informasi Informasi

1 [Menerima data dari KPU Rl Triwulan Data Pemilih
Berupa hasil sinkronisasi DPT m
pemilihan terakhir dan DP4
Tahun 2025

2 |Mengecek/ memverifikasi Berkas Data Pemilih |30 Menit Hasil Entri Data
dokumen Tanggapan/ Masukan ({formulir tanggapan Pemilih
Masyarakat (Pemilih Baru, TMS, dan masukan yang
dan Perbaikan Data) v telah diisi beserta

- dokumen
Ipendukung)

3 |Mengolah Data kedalam format Hasil pengecekan/ (30 Menit Hasil olahan

excel dan Aplikasi Sidalih verifikasi terhadap tanggapan/
v dokumen |masukan (Data
- tanggapan/ pemilih Baru, Data
k Pemilih TMS, dan
Perubahan Data)

4 |Menyampaikan/ melaporkan Hasil olahan 30 Menit Dokumen Pemilih
Hasil Pengolahan Data untuk tanggapan/ hasil koreksi
dikoreksi ' - ] 3 £l masukan (Data

® ¢ ¢ & ¢
Pemilih TMS, dan
Perubahan Data)

5 |Koordinasi untuk finalisasi Dokumen Pemilih |2 Jam 1. Undangan Rapat
Rekapitulasi dan persiapan Rapat hasil koreksi 2. Form Daftar hadir
Pleno Penetapan Rekapitulasi 3. Draft BA

|4, Lampiran BA
(Rekap & By Name
5. Draft SK
Penetapan

& |Rapat Pleno Penetapan 1. Form Daftar 2 Jam 1. Berita Acara

Rekapitulasi 4 v L 4 Hadir Tentang
2. Draft BA Rekapitulasi Data
T 3. Lampiran BA Pemilih
. (Rekap & By Name) Berkelanjutan dan
4. Draft SK Lampiran
I {Penetapan 2. SK Penetapan
3. Laporan dan
! Dokumentasi
7 |Melakukan Sinkronisasi Sidalih ! 1 Hari




Menyiapkan bahan pengumuman

1. Berita Acara 1 Hari

Data Pemilih Berkelanjutan untuk ITentang
ditempel di papan pengumuman Rekapitulasi Data
KPU Kab. Luwu Utara, dan Pemilih
diserahkan ke Sub Bagian yang Berkelanjutan dan
I gani publikasi website dan Lampiran
medsos 2. 5K Penetapan
3. Bahan untuk
publikasi
Mengarsipkan dan Melaporkan 1. Berita Acara 15 Menit Arsip Data Pemilih
ke KPU Provinsi Tentang Berkelanjutan
Rekapitulasi Data
Pemilih
Berkelanjutan
2. 5K Penetapan
3. Laporan dan
Dokumentasi
- = Awdl / Akhir Proses
-
- = Dokumen Hardcopy/Softcopy
0 = Pangambil Keputusan
m—r = Alur Prosas
@ www.kab-luwutara kpu.goid P KPU Kab. Luwu Utara @) humaskpulutra (@) @kpu lutra © xpulutra




